
BUPATI TANGGAMUS
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR 77 TAHUN 2016

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan
Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 11 Tahun 2016
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2017, perlu ditetapkan Peraturan Bupati
Tanggamus tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 ;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3569);



3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang
Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3667);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

10.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);



11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);



16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

17.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

18.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

19.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

20.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

22.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);

23.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);



24.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015;

25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 310);

26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial dan Hibah
yang Bersumber dari APBD (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);

27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);

28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 547);

30.Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01
Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun
2010 Nomor 48);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 142,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus
Nomor 47);



32. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 11
Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2017
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016
Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 50);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan ; PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 terdiri atas :
1. Pendapatan Daerah

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 54.604.856.460,20
b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 1.115.070.153.236,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Rp. 386.127.950.109,21
Jumlah Pendapatan Rp. 1.555.802.959.805,41

2. Belanja Daerah

a. Belanja Tidak Langsung
1. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 648.035.721.832,54
2. Belanja Hibah sejumlah Rp 32.169.522.900,00
3. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 533.241.292,00
4. Belanja Bantuan Keuangan kepada

Provinsi / Kab/Kota dan Pemdes
Sejumlah Rp. 328.420.162.466,90

5. Bantuan Keuangan Kepada Partai
Politik Sejumlah Rp. 772.622.010,00

6. Belanja Tidak Terduga sejumlah R^ 1.000.000.000,00
Rp. 1.010.931.270.501,44



b. Belanja Langsung
1. Belanja Pegawai sejumlah
2. Belanja Barang dan Jasa sejumlah
3. Belanja Modal sejumlah

Jumlah Belanja
Surplus

Rp-
Rp.

Rp^

100.570.138.000,00
208.499.992.662,02
222.490.080.504,73

Rp- 531.560.211.166,75
Rp. 7.876.662.904,00

3. Pembiayaan Daerah :
a. Penerimaan Rp. 0,00
b. Pengeluaran Rp- 7.876.662.904,00

Pembiayaan Netto Rp. (7.876.662.904,00)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Tahun Berkenan : Rp- 0,00

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 3

Stampt dimaksud dalam Pasal 1 dirinc' lebih tanjut

Pasal 4

Penerima, alamat penerima dan besaran hibah dan bantuan
Lafflpiran^ 1“Pada Lampiran 111 dan

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dalam Pasal 2 dan Pasal 3bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
serta Pasal 4 merupakan



Pasal 6

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan iniituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerjaperangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Bupati mi dengan penempatannya dalam Berita DaerahKabupaten Tanggamus.

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 30 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGGAMUS,

:UKHLIS BASRI

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 30 Desember 2016

WAKIL BUPATI TANGGAMUS,

S SUL HADI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2016 NOMOR 392



PENJABARAN APBD

LAMPIRANI PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR : 77 TAHUN 2016

||TaNGGA.MI>S
1 ANbl

PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
: ju Desember 2016

RINGKASAN PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2017

NOMOR
URUT URAIAN JUMLAH

1 2 3
1 PENDAPATAN
1. 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH

1.555.802.959.805,41
54.604.856.460,201.1.1 Pendapatan Pajak Daerah „

1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 24.890.838.432,95
1.1.3
1.1.4
1. 2

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

6.549.550.000,00
8.244.981.100,64

14.919.486.926,61
DANA PERIMBANGAN 1.115.070.153.236,001.2.1

1.2.2
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
Dana Alokasi Umum 46.567.820.236,00

1.2.3 Dana Alokasi Khusus 789.442.526.000,00
279.059.807.000,00

1. 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 386.127.950.109,21
1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 110.891.125.609 211. J . b

2

Pendapatan Lainnya

BELANJA

275.236.824.500,00

2 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.547.926.296.901,41
1.016.366.085.734,66

2.1.1
2.1.4

Belanja Pegawai
Belanja Hibah 653.470.537.065,76

2.1.5 Belanja Bantuan Sosial
32.052.764.192,00

750.000.000,002.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 328.320.162.466,902.1.8 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 772.622.010,002.1.9 Belanja Tidak Terduga 1.000.000.000,00
2 . 2 BELANJA LANGSUNG — —

531.560.211.166,75
2.2.1 Belanja Pegawai 100.570.138.000,002.2.2
2.2.3

Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal 208.499.992.662,02

222.490.080.504,73

SURPLUS / (DEFISIT) 7.876.662.904,00
3

3 . 1
PEMBIAYAAN DAERAH

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 0,00

0 00
3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
3 . 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 7.876.662.904,00
3.2.6 Pembayaran Utang Pajak 7.876.662.904,00

PEMBIAYAAN NETTO (7.876.662.904,00)

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00

WAKIL BUPATI TANGGAMUS,

SAMSUL HADI



LAMPIRAN Ia PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR : 77 TAHUN 2016

ITANGGAMUS
TANGGAL : 30 Desember 2016

PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2017

NOMOR
URUT URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

1 2 3 4
4

4 . 1

4.1.1
4 . 1 . 1. 01

4 . 1.1. 01. 09
4 . 1.1. 02

4 . 1. 1. 02 . 01
4 . 1. 1 . 03

4 . 1.1. 03 . 19

4 . 1 . 1. 04
4 . 1 . 1 . 04 . 01
4 . 1. 1. 05

4 . 1. 1. 05 . 01

4 . 1. 1. 06

4 . 1 . 1. 06 . 06

4 . 1. 1. 08

4 . 1. 1. 08 . 01

4 . 1 . 1. 11

4 . 1 . 1. 11. 02
4 . 1 . 1. 12
4 . 1. 1. 12 . 01

4.1.2
4 . 1 . 2 . 01

4 . 1 . 2 . 01 . 07
4 . 1. 2 . 01 . 19
4 . 1 . 2 . 01 . 22 J

PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pendapatan Pajak Daerah
Pajak Hotel

Hotel Melati Satu
Pajak Restoran

1.555.802.959.805,41

PERDA NO. 03 TAHUN 2011

54.604.856.460,20
24.890.838.432,95

300.000.000,00
300.000.000,00

4.245.000.000,00
Restoran

Pajak Hlburan
Pajak Hlburan

Pajak Reklame

4.245.000.000,00 PERDA NO. 04 TAHUN 2011

PERDA NO. 15 TAHUN 2012

50.000.000,00
50.000.000,00

400.000.000,00
Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron 400.000.000,00 PERDA NO. 11 TAHUN 2011

Pajak Penerangan Jalan
Pajak Penerangan Jalan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

11.691.745.968,00
PERDA NO. 12 TAHUN 201111.691.745.968,00

1.333.878.472,95
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 1.333.878.472,95 PERDA NO. 13 TAHUN 2011

Pajak Air Tanah
907.200.000,00

Pajak Air Tanah
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan
Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Hasil Retribusi Daerah
Retribusi Jasa Umum

907.200.000,00 PERDA NO. 02 TAHUN 2011
3.163.013.992,00

PERDA NO. 14 TAHUN 2012

PERDA NO. 05 TAHUN 2011

3.163.013.992,00
2.800.000.000,00
2.800.000.000,00

6.549.550.000,00
1.588.300.000,00

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum
Retribusi Pelayanan Pasar - Kios

150.000.000,00
433.300.000,00
505.000.000,00

PERDA NO. 18 TAHUN 2012
PERDA NO. 05 TAHUN 2012
PERDA NO. 06 TAHUN 2011

Printed Ba SinD3
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NOMOR
URUT URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

1 2 3 4
4.1. 2 . 01. 45 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 500.000.000,00 PERDA NO. 07 TAHUN 2012
4 .1. 2 . 02 Retribusi Jasa Usaha 3.036.250.000,00
4 .1. 2 . 02 . 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan 40.000.000,00 PERDA NO. 03 TAHUN 20134 . 1. 2. 02 . 05 Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan 200.000.000,00
4 .1. 2 . 02 .08 Retribusi Tempat Pelelangan Ikan 1.000.000.000,00 PERDA NO. 09 TAHUN 20124 . 1. 2 . 02 . 30 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 30.000.000,00 PERDA NO. 10 TAHUN 20124 . 1. 2 . 02 . 31 Retribusi Terminal 900.000.000,00 PERDA NO. 03 TAHUN 20124.1. 2 . 02 . 32 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Sewa Alat Berat 350.000.000,00 PERDA NO. 03 TAHUN 20134 . 1. 2 . 02 . 33 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Pengelolaan Islamic Center 253.750.000,00 PERDA NO. 03 TAHUN 20134 .1. 2. 02 .34 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Pengelolaan Mess Pemda 262.500.000,00 PERDA NO. 03 TAHUN 20134 . 1. 2 . 02 .35 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Balai Benih 0,00 PERDA NO. 03 TAHUN 2013
4 . 1. 2 . 03 Retribusi Perizinan Tertentu 1.925.000.000,00
4 .1. 2 . 03 . 01 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 1.000.000.000,00 PERDA NO. 14 TAHUN 20114 . 1. 2 . 03 . 04 Retribusi Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Badan 525.000.000,00 PERDA NO. 08 TAHUN 20124 . 1. 2 . 03 . 05 Retribusi Pemberian Izin Trayek 400.000.000,00 PERDA NO. 02 TAHUN 2012
4.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 8.244.981.100,64
4 . 1. 3 . 01 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD 8.244.981.100,64
4 . 1. 3 . 01 . 01 PT. Bank Perkeriditan Syariah Tanggamus 1.000.000.000,00
4 . 1 . 3 . 01 . 02 PT. Bank Lampung 6.244.981.100,64
4 . 1. 3 . 01 . 03 PT. Aneka Usaha Tanggamus Jaya 1.000.000.000,00

4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 14.919.486.926,61
4 . 1. 4 . 02 Penerimaan Jasa Giro 5.250.000.000,00
4 . 1. 4 . 02 . 01 Jasa Giro Kas Daerah 5.250.000.000,00
4 . 1. 4 . 03 Penerimaan Bunga Deposito 4.187.965.558,70
4 . 1. 4 . 03 . 01 Rekening Deposito Pada Bank 4.187.965.558,70
4. 1. 4 . 04 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) 300.000.000,00
4. 1.4.04.01 Kerugian Uang 300.000.000,00
4 . 1. 4 . 10 Pendapatan Dari Pengembalian 630.000.000,00
4 . 1. 4 . 10 . 03 Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan 230.000.000,00
4 . 1. 4 . 10 . 06 Pendapatan Kelebihan Pembayaran Kepada Pihak Ketiga 100.000.000,00
4 . 1. 4 . 10 . 07 Pendapatan Dari Pengembalian Belanja Lainnya 300.000.000,00
4 . 1. 4 . 17 Hasil dari pengelolaan dana bergulir 400.000.000,00
4 . 1. 4 . 17 . 01 Hasil dari pengelolaan dana bergulir 400.000.000,00
4 . 1. 4 . 18 Lelang Bongkaran Aset 1.016.158.749,10

RINGKASAN APBD BERDASARKAN R1NC1AN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
.——
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NOMOR
URUT URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

1 2 3 4
4 . 1. 4 . 18 . 01
4 . 1. 4 . 25

4 . 1. 4 . 25 . 01
4 . 1. 4 . 26
4 . 1. 4 . 26.01

4. 2

4.2.1
4 . 2 . 1. 01
4 . 2 . 1. 01 .01
4 . 2 .1. 01. 03

4 . 2 .1. 02

4 . 2 . 1 . 02 . 02
4 . 2 . 1 . 02 . 07
4 . 2 . 1. 02 . 10
4 . 2 . 1. 02 . 11
4 . 2 . 1. 02 . 14
4 . 2 . 1. 02 . 15

4.2.2

4 . 2 . 2 . 01
4 . 2 . 2 . 01.01

4.2.3
4 . 2 . 3 . 01

4 . 2 . 3 . 01. 01
4 . 2 . 3 . 01.02
4 . 2 . 3 . 01.03
4 . 2 . 3 . 01. 04
4 . 2 . 3 . 01. 08
4 . 2 . 3 . 01. 28
4 . 2 . 3 . 01.36
4 . 2 . 3 . 01. 37
4 . 2 . 3 . 01. 38

4. 2.3.01.41
4 . 2 . 3 . 01.42

Lelang Bongkaran Aset
Pendapatan Taspen

Pendapatan Taspen
Setoran Tindak Lanjut Atas LHP Inspektorat / BPK

Setoren Tindak Lanjut Atas LHP Inspektorat / BPK

DANA PERIMBANGAN
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

Bagi Hasil Pajak

Bagi Hasil dan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan
Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan
Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan
Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi
Bagi Hasil Cukai Tembakau
Bagi Hasil Dari Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi
Bagi Hasil Dari Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Khusus
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

DAK Reguler Bidang Pendidikan Sub Bidang SD/SLB
DAK Reguler Bidang Kesehatan dan KB Sub Bidang Pelayanan Dasar
DAK Reguler Bidang Kesehatan dan KB Sub Bidang Pelayanan Kefarmasian
DAK Reguler Bidang Kesehatan dan KB Sub Bidang Keluarga Berencana
DAK Reguler Bidang Kelautan dan Perikanan
DAK Reguler Bidang Pendidikan Sub Bidang SMP/SMPLB
DAK Reguler Bidang Pertanian
DAK Reguler Bidang Pariwisata
DAK Reguler Bidang Kesehatan Sub Bidang Pelayanan Kesehatan Rujukan (Sarana Pelayanan
Rujukan)
DAK Penugasan Bidang Jalan
DAK Penugasan Bidang Pasar

1.016.158.749,10
150.000.000,00
150.000.000,00

2.985.362.618,81
2.985.362.618,81

1.115.070.153.236,00
46.567.820.236,00

__ 27.729.189.000,00
17.904.781.000,00
9.824.408.000,00

18.838.631.236,00
120.282.000,00

1.493.124.000,00
6.056.425.000,00

610.834.236,00
8.173.091.000,00
2.384.875.000,00

789.442.526.000,00

789.442.526.000,00
789.442.526.000,00

279.059.807.000,00
105.479.556.000,00

6.539.869.000,00
6.223.913.000,00
4.688.541.000,00

959.500.000,00
2.192.920.000,00
3.462.197.000,00
5.664.291.000,00

700.000.000,00
3.129.630.000,00

49.025.000.000,00
3.418.831.000,00
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NOMOR
URUT URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

1 2 3 4
4 . 2 .3 . 01. 43 DAK Penugasan Bidang Irigasi 18.099.864.000,00
4 . 2.3 . 01. 46 DAK Regular Bidang Pariwisata Sub Bidang Amenitas Pariwisata 1.375.000.000,00
4. 2 . 3 . 02 Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Hsik 173.580.251.000,00
4. 2 . 3 . 02 .02 DAK Tunjangan Profesi Guru PNSD 134.787.076.000,00
4 . 2 . 3 . 02 . 03 DAK Tambahan Penghasilan Guru PNSD 2.433.000.000,00
4 . 2 . 3 . 02 . 05 DAK Bantuan Operasiona! Kesehatan (BOK) 11.325.258.000,00
4. 2 . 3 . 02 .06 DAK Akreditas Puskesmas 1.328.366.000,00
4 . 2 .3 . 02 .07 DAK Jaminan Persalinan 2.249.664.000,00
4 . 2 .3. 02 .08 DAK Bantuan Operasiona) Penyelengggaraan PAUD 8.125.200.000,00
4. 2 . 3 .02 .09 DAK Bantuan Operasional KB 1.074.750.000,00
4 . 2 . 3 . 02 .10 DAK Tunjagan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus 10.334.281.000,00
4 . 2 . 3 . 02 .11 DAK Pelayanan Adminitrasi Kependudukan 1.522.656.000,00
4 . 2 . 3 . 02 . 12 DAK Akreditasi Rumah Saklt 400.000.000,00

4 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 386.127.950.109,21
4.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 110.891.125.609,21
4 . 3 . 3 . 01 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi 110.891.125.609,21
4 . 3 . 3 . 01.01 Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor 43.249.791.283,27
4 . 3 . 3 . 01.03 Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 30.504.430.169,92
4 . 3 . 3 . 01 . 05 Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 37.048.526.408,64
4 . 3 . 3 . 01. 07 Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan 88.377.747,38

4.3.6 Pendapatan Lainnya 275.236.824.500,00
4 . 3.6 . 01 Pendapatan Lainnya 275.236.824.500,00
4 . 3 . 6 . 01. 04 Dana Jaminan Kesehatan Nasional Pelayanan Dasar Non Kapitasi 3.000.000.000,00 PERPRES NO 66 TAHUN 2016
4 . 3 . 6 . 01. 06 Alokasi Dana Desa (Sumber Dana APBN) 233.594.239.000,00 PERPRES NO 66 TAHUN 2016
4 . 3 . 6 . 01. 08 Pendapatan BLUD 12.000.000.000,00
4 . 3 . 6 . 01.09 Dana Insentif Daerah (DID) 7.500.000.000,00 PERPRES NO 66 TAHUN 2016
4. 3.6.01.11 Jaminan Kesehatan Nasional Pelayanan Dasar 18.289.641.500,00
4. 3.6.01.12 Kurang Bayar Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi 500.000.000,00
4 . 3 .6 . 01. 13 Kurang Bayar Bagi Hasil Minyak Bumi dan Gas 352.944.000,00

5 BELANJA 1.547.926.296.901,41
5. 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.016.366.085.734,66
5.1.1 Belanja Pegawai 653.470.537.065,76
5 . 1. 1. 01 Belanja Gaji dan Tunjangan 426.258.968.410,82
5 . 1. 1 . 01 . 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 310.002.109.189,93
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NOMOR
URUT

URAIAN

1 2
5 . 1. 1. 01.02
5 . 1.1. 01.03
5 . 1.1. 01. 04
5 . 1. 1. 01.05
5 . 1. 1. 01. 06
5 . 1.1. 01.07
5 . 1. 1. 01.08
5 . 1. 1. 01.09
5 . 1. 1. 01.10
5 . 1. 1.01.11
5 . 1. 1. 01.12
5 . 1. 1. 01.13
5 . 1. 1. 01.14
5 . 1. 1. 01. 15
5 . 1. 1. 01 . 16
5 . 1. 1. 01. 18
5 . 1. 1. 01. 19
5 . 1. 1. 01. 21
5 . 1. 1. 01. 22

Tunjangan Keluarga
Tunjangan Jabatan
Tunjangan Fungsional
Tunjangan Fungsional Umum
Tunjangan Beras
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
Pembulatan Gaji
luran BPJS Kesehatan
Uang Paket
Tunjangan Panitia Musyawarah
Tunjangan Komisi
Tunjangan Panitia Anggaran
Tunjangan Badan Kehormatan
Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya
Tunjangan Perumahan
Uang Jasa Pengabdian
Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD
luaran JKM
luran JKK

5 . 1. 1. 02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS
5 . 1. 1 . 02 . 01
5 . 1. 1 . 02 . 04

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi

5 . 1. 1. 03 Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH
5 . 1. 1. 03 .01
5 . 1. 1. 03.02

Belanja Penunjang Komunikasi Intensif Pimpinan Dan Anggota DPRD
Belanja Penunjang Operasional Bupati/Wakil Bupati

5 . 1. 1. 05 Insentif Pemungutan Pajak Daerah
5 . 1. 1. 05 . 01 Insentif Pemungutan Pajak Daerah
5 . 1.1. 07 Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD dan Tunjangan Profesi Guru
5 . 1. 1. 07 . 01 Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD dan Tunjangan Profesi Guru

5.1.4 Belanja Hibah
5 . 1. 4 . 01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat
5 . 1. 4 . 01.01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat

5 . 1. 4 . 04 Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD
5 . 1. 4 . 04 .01 Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah
5 . 1. 4 . 05 Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi

5 . 1. 4 . 05 . 01 Belanja Hibah Kepada Organisasi / Komite Sekolah / Panitia Pembangunan

RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN DBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
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JUMLAH DASAR HUKUM

3
31.684.500.593,20
12.498.178.593,29
24.010.685.579,53
3.299.984.455,30

20.890.531.875,12
4.349.388.655,16

13.969.866,89
11.611.654.563,36

86.058.000,00
30.510.900,00
55.906.200,00
34.895.700,00
8.221.500,00

133.142.625,00
5.007.068.531,52

196.490.458,84
393.120.000,00

1.074.781.039,80
877.770.083,88

41.667.920.950,00
37.379.667.100,00
4.288.253.850,00

3.702.000.000,00
3.402.000.000,00

300.000.000,00
723.350.104,94
723.350.104,94

181.118.297.600,00
181.118.297.600,00

32.052.764,192,00

13.481.027.200,00
13.481.027.200,00

400.000.000,00
400.000.000,00

11.832.595.700,00

1.000.000.000,00

4



NOMOR
URUT URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

1 2 3 4
5.1. 4 . 05 . 02 Belanja Hibah Kepada Organisasi Profes! 4.323.890.000,00
5.1. 4 . 05 . 03 Belanja Hibah Kepada Organisasi Keagamaan 1.575.000.000,00
5.1. 4 . 05 . 04 Belanja Hibah Kepada Organisasi Kepemudaan 785.000.000,00
5.1. 4 . 05 . 05 Belanja Hibah Kepada Organisasi Wanita 1.360.000.000,00
5. 1. 4 . 05 . 06 Belanja Hibah Kepada Organisasi / Dewan 2.281.205.700,00
5 .1. 4 . 05 .07 Belanja Hibah Kepada Pondok Pesantren 507.500.000,00
5 .1.4 . 06 Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat 3.677.141.292,00
5.1. 4.06 . 02 Belanja Hibah Pembangunan Sanitasi Lingkungan 1.283.241.292,00
5.1. 4 . 06 . 03 Belanja Hibah Kepada Kelompok Tani 30.000.000,00
5.1. 4 . 06 . 07 Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan 2.363.900.000,00
5. 1. 4 . 07 Belanja Hibah Untuk Sarana Peribadatan 1.702.000.000,00
5 . 1. 4 . 07 . 01 Belanja Hibah Untuk Sarana Peribadatan Masjid 1.612.000.000,00
5.1.4 . 07 . 02 Belanja Hibah Untuk Sarana Peribadatan Gereja 40.000.000,00
5 . 1. 4 . 07 . 03 Belanja Hibah Untuk Sarana Peribadatan Pure 25.000.000,00
5 . 1. 4 . 07 . 04 Belanja Hibah Untuk Sarana Peribadatan Vihara 25.000.000,00
5 . 1. 4 . 08 Belanja Hibah Kepada Sekolah 960.000.000,00
5 . 1. 4 . 08 . 01 Belanja Hibah Kepada SMA 460.000.000,00
5 . 1. 4 . 08 . 03 Belanja Hibah Kepada Perguruan Tinggi 500.000.000,00

5.1.5 Belanja Bantuan Sosial 750.000.000,00
5 . 1. 5 . 03 Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat 750.000.000,00
5. 1. 5 . 03 . 01 Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat 750.000.000,00

5.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 328.320.162.466,90
5. 1. 7 . 03 Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa 320.344.562.466,90
5 . 1. 7 . 03 . 01 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa 320.344.562.466,90
5 . 1. 7 . 07 Belanja Bantuan Kepada Pendidikan Anak Usia Dini 7.975.600.000,00
5 . 1. 7 . 07 . 01 Belanja Bantuan Kepada Pendidikan Anak Usia Dini 7.975.600.000,00

5.1.8 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 772.622.010,00
5 . 1. 8 . 01 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 772.622.010,00
5 . 1. 8 . 01 . 01 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 772.622.010,00

5.1.9 Belanja Tidak Terduga 1.000.000.000,00
5 . 1. 9 . 01 Belanja Tak Terduga 1.000.000.000,00
5 . 1. 9 . 01. 01 Belanja Tidak Terduga 1.000.000.000,00

RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINC1AN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMB1AYAAN
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NOMOR
URUT URAIAN

1 2

5. 2 BELANJA LANGSUNG
5.2.1 Belanja Pegawai
5 . 2 .1. 01 Honorarium PNS

5. 2.1. 01. 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5 . 2 .1. 01.02 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
5 . 2 .1. 01. 03 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
5 . 2.1. 01.04 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
5 . 2 . 1. 01. 05 Honorarium Operator Komputer
5. 2 .1.01. 12 Honorarium Operator Multimedia
5 . 2 . 1. 01.13 Honorarium Instalasi, Ruangan dan Dokter RSUD
5 . 2 .1. 01. 14 Honorarium Pengawas Fungsional
5. 2.1.01.17 Honorarium/Uang Saku Peserta Kegiatan
5 . 2.1. 01. 18 Honorarium Pembuka / Penutup Acara
5 . 2 .1. 01. 19 Honorarium Pengelola Aplikasi SIMDA danSISMIOP
5 . 2 . 1. 01. 24 Honorarium Dirijen Lagu Indonesia Raya
5 . 2 . 1. 01. 25 Honorarium Protokol Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Daerah
5 . 2 . 1. 01. 28 Honorarium Pengelola Keuangan dan Barang Daerah
5 . 2 .1. 02 Honorarium Non PNS
5 . 2 . 1. 02 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5 . 2 . 1. 02 . 02 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
5 . 2 . 1. 02 . 03 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
5 . 2 . 1. 02 .06 Honorarium Anggota TKS Satuan Pol. PP
5 . 2 . 1. 02.09 Honorarium Penyuluh Pertanian / Perikanan / Peternakan / Perkebunan
5. 2.1.02.11 Honorarium Musyawarah Pimpinan Daerah
5 . 2 .1. 02 . 12 HonorariunVUang Saku Peserta Kegiatan
5 . 2 .1. 02 . 15 Honorarium Petugas Kebersihan
5 . 2 .1.02 . 21 Honorarium Operator Komputer
5 . 2 .1. 02 . 22 Honorarium Operasiona) Kepala Lingkungan
5 . 2 . 1. 02. 23 Honorarium Operasional Ketua RT
5 . 2 . 1. 02 . 25 Honorarium Petugas Keamanan
5 . 2 . 1. 02 . 29 Honorarium Staf Administrasi
5 . 2 .1. 02 . 31 Honorarium Pelaksanaan Bidang Keagamaan
5. 2.1.02 . 32 Honorarium Operator Telephone
5 . 2 .1. 02 . 35 Honorarium Tenaga Medis / Paramedis
5. 2 .1.02 . 39 Honorarium Pengelola Aplikasi SIMDA danSISMIOP
5. 2 .1.02 . 42 Honorarium Guru Sekolah Negeri
5. 2 .1. 02 . 45 Honorarium Protokoler
5. 2 .1. 02 . 47 Honorarium Non PNS yang membantu Bendahara Umum Daerah

RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
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531.560.211.166,75
100.570.138.000,00
14.891.012.000,00
3.910.645.000,00
4.684.530.000,00

618.875.000,00
443.575.000,00
352.460.000,00

1.150.000,00
0,00

899.322.000,00
1.069.845.000,00

39.500.000,00
127.800.000,00

750.000,00
2.000.000,00

2.740.560.000,00
83.492.995.000,00

239.340.000,00
537.300.000,00

70.625.850.000,00
43.200.000,00
33.600.000,00

106.000.000,00
4.311.980.000,00

10.200.000,00
314.710.000,00

16.800.000,00
61.200.000,00
54.760.000,00
10.500.000,00
11.950.000,00
1.560.000,00

2.313.545.000,00
81.600.000,00

3.839.400.000,00
522.000.000,00
357.500.000,00



NOMOR
URUT URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

1 2 3 4
5 . 2 .1. 03

5 . 2.1. 03 . 01
5 . 2 .1.03 . 02

5.2.2
5 . 2 . 2 . 01
5 . 2 . 2 . 01.01
5 . 2. 2.01. 02
5 . 2. 2 . 01. 03
5 . 2 . 2 . 01.04
5 . 2 . 2 . 01. 05
5 . 2. 2 . 01.06
5 . 2. 2.01.07
5 . 2. 2.01.08
5 . 2 . 2 . 01. 09
5 . 2 . 2 . 01. 10
5 . 2 . 2 .01. 11
5 . 2 . 2 . 01. 13

5 . 2 . 2 . 02

5 . 2 . 2 . 02 . 01
5 . 2 . 2 . 02 . 02
5 . 2. 2 . 02.04
5 . 2. 2 . 02.05
5 . 2 . 2 . 02.06
5 . 2 . 2 . 02 . 07
5 . 2 . 2 . 02 . 10
5 . 2 . 2 . 02 .11
5 . 2 . 2 . 02. 13
5 . 2. 2 . 02.14
5 . 2. 2 .02.16
5 . 2. 2 . 02 . 17
5 . 2 . 2 . 02 . 18
5 . 2 . 2.02 . 20
5 . 2 . 2.02 . 21
5 . 2 . 2.02 . 24
5 . 2 . 2 . 02. 25
5 . 2 . 2 . 03
5 . 2 . 2 . 03 .01

Uang Lembur
Uang Lembur PNS
Uang Lembur Non PNS

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Dokumen/Administrasi Tender
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)
Belanja Perangko, Matera! Dan Benda Pos Lainnya
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
Belanja Pengisian/Pembelian Tabung Pemadam Kebakaran
Belanja Pengisian Tabung Gas
Belanja Bahan untuk Cendramata/Souvenir
Belanja Spanduk / Umbul-umbul / Bendera / Baliho
Belanja Bahan Pakai Habis Alat Kesehatan
Belanja Buku Uji (KIR), Plat Uji, Stiker Tanda Samping

Belanja Bahan/Material
Belanja Bahan Baku Bangunan
Belanja Bahan/Bibit Tanaman
Belanja Bahan Obat-Obatan
Belanja Bahan Kimia dan Pupuk
Belanja Persediaan Makanan Pokok
Belanja Bahan/Barang Jadi untuk Pihak Ke-III
Belanja Bahan/Suku Cadang Non Kendaraan Bermotor
Belanja Sembako
Belanja Modal Kerja dan Dana Bergulir
Belanja Bahan Perlengkapan untuk Pendidikan
Belanja Bahan Hadiah / Bahan Pembinaan
Belanja Bahan Percontohan / Alat peraga
Belanja Bahan Mater!
Belanja Peralatan Olahraga
Belanja Wall Paper
Belanja Perlengkapan Audio/Video Visual
Belanja Patok Batas

Belanja Jasa Kantor

Belanja Telepon

2.186.131.000,00
1.643.474.000,00

542.657.000,00

208.499.992.662,02
8.992.733.554,27
4.162.722.016,27

33.805.000,00
474.928.000,00
436.582.000,00
648.026.131,00

1.488.218.400,00
30.250.000,00
66.680.000,00

381.953.007,00
1.126.844.000,00

84.575.000,00
58.150.000,00

8.181.037.547,00
147.000.000,00
851.539.000,00

6.009.890.110,00
81.195.000,00
10.500.000,00
17.000.000,00
11.500.000,00
30.000.000,00
10.500.000,00
24.250.000,00

435.148.437,00
184.640.000,00
180.255.000,00

3.620.000,00
75.000.000,00
9.000.000,00

100.000.000,00
41.437.634.963,66

316.012.408,00
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NOMOR
URUT URAIAN

1 2
5.2 . 2 . 03 . 02
5 .2 . 2 . 03 . 03
5 . 2 . 2 . 03 . 05
5 . 2 . 2 . 03 . 06
5.2 . 2 . 03 . 08
5 .2 . 2 . 03 .09
5 . 2 . 2 . 03 .12
5 . 2 . 2 . 03 . 13
5 . 2 . 2 . 03 . 15
5 . 2 . 2 . 03 . 16
5 . 2 . 2 . 03 . 17
5 . 2 . 2 . 03 . 18
5.2. 2 . 03.19
5.2 . 2 . 03 . 20
5 . 2 . 2 . 03 . 21
5 . 2 . 2 . 03 . 22
5 . 2 . 2 . 03 . 24
5 . 2 . 2 . 03 . 25
5 . 2 . 2 . 03 . 26
5 . 2 . 2 . 03 . 27
5 . 2 . 2 . 03 . 29
5 . 2 . 2 . 03 . 30
5 . 2 . 2 . 03 . 31
5 . 2 . 2 . 03 . 33
5 . 2 . 2 . 03 . 34
5 . 2 . 2 . 03 . 36
5 . 2 . 2 . 03 . 37
5 . 2 . 2 . 03 .38
5 . 2 . 2 . 03 .39
5 . 2 . 2 . 03 .41
5.2 . 2 . 03 .42
5 .2 . 2 . 03 . 43

Belanja Air
Belanja Listrik
Belanja Surat Kabar/Majalah
Belanja Kawat/Faksimili/Intemet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit
Belanja Sertifikasi
Belanja Jasa Transaksi Keuangan
Belanja Jasa Pengadaan Software / Aplikasi
Belanja Jasa Penyiaran/Peliputan
Belanja Jasa Publikasi dan Dokumentasi
Belanja Jasa Dekorasi
Belanja Jasa Kebersihan
Belanja Jasa Ketertiban Lalu Lintas dan Parkir
Belanja Jasa Keamanan
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan
Belanja Jasa Akomodasi Tamu Pemerintah Daerah
Belanja Jasa Pajak PKB dan BBNKB
Belanja Kenang-kenangan Bagi PNS yang Pensiun
Belanja Jasa Penari Tradisional
Belanja Jasa Pembuatan Website
Belanja Jasa Pengembangan Website
Belanja Operasional Kelurahan
Belanja luran Indovision
Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan
Belanja luran Keanggotaan Apkasi
Belanja Jasa Pengantar Surat
Belanja Jasa Pengembangan Software / Aplikasi
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan JKN
Belanja Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan
Belanja Klaim/Non Kapitasi BPJS Kesehatan
Belanja luran Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia
Belanja Jasa Penampilan Paduan Suara
Belanja Jasa Penampilan Kesenian

5 .2 . 2 . 04 Belanja Premi Asuransi

5 . 2 . 2 . 04 . 01
5 . 2 . 2 . 04 . 02

Belanja Premi Asuransi Kesehatan
Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah

5.2 . 2 . 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5 . 2 . 2 . 05 . 01
5 .2 . 2 . 05 . 02
5 . 2 . 2 . 05 . 03

Belanja Jasa Service
Belanja Penggantian Suku Cadang
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas

RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
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665.022.193,32
7.695.327.828,34
4.157.263.234,00

746.802.000,00
25.000.000,00
3.000.000,00

40.000.000,00
1.447.843.800,00
3.463.378.500,00

332.600.000,00
57.535.000,00
10.950.000,00
76.600.000,00

388.755.000,00
37.500.000,00

185.200.000,00
13.000.000,00
16.000.000,00

110.000.000,00
67.000.000,00
46.200.000,00
13.320.000,00

140.103.500,00
35.000.000,00
11.080.000,00
27.000.000,00

10.973.784.900,00
7.315.856.600,00
3.000.000.000,00

6.000.000,00
10.000.000,00

_ 4.500.000,00
2.455.015.696,50
1.935.545.096,50
^19.470.600,00

15.085.507.488,00
1.363.550.000,00
2.553.057.888,00

10.920.628.600,00



NOMOR
URUT URAIAN

1 2
5.2 . 2 . 05 . 04
5 .2. 2 . 05 . 05
5 . 2 . 2 . 05 . 07

Belanja Jasa KIR
Belanja Pajak Kendaraan Bermotor
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan

5 . 2 . 2 . 06 . 01
5 . 2 . 2 . 06 . 02
5 .2 . 2 .06 . 03
5 . 2 . 2 . 06 . 04
5 . 2 . 2 . 06 . 05

Belanja Cetak
Belanja Penggandaan
Belanja Foto Copy
Belanja Penjilidan
Belanja Cetak Foto/Dokumentasi

5 . 2 . 2 . 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5 . 2 . 2 . 07 . 02
5 . 2 . 2 . 07 . 03
5. 2. 2 . 07 . 04
5 . 2 . 2 . 07 . 05
5 . 2 . 2 . 07 . 06
5 . 2 . 2 . 07 . 07

Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
Belanja Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar Sarana Mobilitas
Belanja Sewa Kamar Hotel/Penginapan
Belanja Sewa Tempat/Lahan Pertanian
Belanja Sewa Stand Pameran

5 . 2 . 2 . 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5 . 2 . 2 . 08 . 01
5 . 2 . 2 . 08 . 02
5 . 2 . 2 . 08 . 03

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara

5 . 2 . 2 . 10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5 . 2 . 2 . 10 .01
5 . 2. 2 . 10 . 03
5 . 2 . 2 . 10 . 04
5 . 2 . 2 . 10 . 05
5 . 2 . 2 . 10 . 06
5 . 2 . 2 . 10 . 07
5 . 2 . 2 . 10 . 11
5 . 2 . 2 . 10 . 12
5 . 2 . 2 . 10 . 13
5 . 2 . 2 . 10 . 15

Belanja Sewa Meja Kursi
Belanja Sewa Proyektor
Belanja Sewa Generator
Belanja Sewa Tenda
Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional
Belanja Sewa Peralatan Hiburan
Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Pameren
Belanja Sewa Instalasi Listrik
Belanja Sewa Sound System
Belanja Sewa OS/Hardware/Software/Jaringan Komputer

5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman
5 . 2 . 2 . 11 . 01
5 . 2 . 2 . 11. 02
5 . 2 . 2 . 11 . 03
5 . 2 . 2 . 11 .04
5. 2.2. 11.05
5 . 2 . 2 . 11 . 06

Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu
Belanja makanan dan minuman pelatihan
Belanja Makanan dan Minuman Rumah Tangga Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
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3 4
32.000.000,00

104.166.000,00
112.105.000,00

6.603.890.282,25
4.589.876.580,25

98.984.400,00
1.339.516.202,00

297.920.500,00
277.592.600,00
823.147.000,00
255.189.000,00
118.120.000,00

29.750.000,00
181.388.000,00

7.700.000,00
231.000.000,00
353.505.000,00
333.505.000,00
12.000.000,00
8.000.000,00

2.904.334.376,00
359.857.000,00

55.750.000,00
44.000.000,00

1.295.281.376,00
1.000.000,00

667.487.600,00
8.000.000,00
2.100.000,00

459.858.400,00
11.000.000,00

13.948.167,329,02
600.650.000,00

2.342.368.260,00
4.103.201.449,02

77.474.000,00
1.047.200.000,00
5.777.273.620,00



NOMOR
URUT URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

1 2 3 4
5 . 2 . 2 . 12
5. 2. 2 . 12 .02
5 . 2 . 2. 12 . 03
5 .2 . 2 . 12 .04
5 . 2 . 2 . 12 . 05
5 . 2 . 2 . 12.06
5. 2 . 2 . 13

5 . 2 . 2 . 13 . 01
5 . 2 . 2 . 13 . 02
5.2 . 2 . 14
5. 2. 2 . 14 . 03
5 . 2 . 2 . 14 . 04
5 . 2 . 2 . 14 .05
5 . 2 . 2 . 15

5 . 2 . 2. 15 . 01
5 . 2 . 2 . 15 . 02

5 . 2 . 2 . 17
5 . 2 . 2 . 17 . 01
5 . 2 . 2 . 17 . 03
5 . 2 . 2 . 17. 04
5 . 2 . 2 . 17 . 05

5 . 2. 2 . 20

5 . 2 . 2 . 20 . 01
5. 2 . 2 . 20 . 04
5 . 2 . 2 . 20 . 05
5 . 2 . 2 . 20 . 06
5 . 2 . 2 . 20 . 09
5 . 2 . 2 . 20 . 10
5 . 2.2.20. 11
5. 2.2.20.12
5. 2. 2 . 20 . 13
5 . 2 . 2 . 20 . 14
5 . 2 . 2 . 20 . 15
5. 2 . 2 . 20 . 16
5 . 2 . 2 . 20 . 17

5 . 2 . 2 . 21

5. 2.2. 21 .01

Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
Belanja Pakaian Sipil Hanan (PSH)
Belanja Pakaian Sipi! Lengkap (PSL)
Belanja Pakaian Dinas Hanan (PDH)
Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)
Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)

Belanja Pakaian Kerja

Belanja Pakaian Kerja Lapangan
Belanja Sepatu/Topi Lapangan/Atribut

Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu
Belanja Pakaian Batik Tradisional
Belanja Pakaian Olahraga
Belanja Pakaian Seragam Kegiatan

Belanja Perjalanan Dinas
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Belanja Kursus, Pelaöhan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis dan Seleksi MTQ
Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan
Belanja Bimbingan Teknis
Belanja Seleksi MTQ Tingkat Kecamatan
Belanja Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan

Belanja Pemeliharaan
Belanja Pemeliharaan Jalan
Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin
Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan
Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya
Belanja Pemeliharaan Taman
Belanja Pemeliharaan Lapangan
Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas
Belanja Pemeliharaan Halaman Kantor
Belanja Pemeliharaan Lampu Jalan
Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas
Belanja Pemeliharaan Jaringan/Instalasi
Belanja Pemeliharaan Papan Reklame
Belanja Pemeliharaan Tanaman

Belanja Jasa Konsultansi
Belanja Jasa Konsultansi Penelitian

346.010.000,00
59.500.000,00
96.000.000,00
38.500.000,00
98.610.000,00
53.400.000,00

221.595.000,00
98.965.000,00

122.630.000,00
429.880.000,00
112.250.000,00
87.400.000,00

230.230.000,00
24.970.738.123,21
9.959.154.232,97

15.011.583.890,24
2.152.813.682,00
1.090.990.000,00

646.280.000,00
143.543.682,00
272.000.000,00

6.176.182.250,00
483.000.000,00

28.128.000,00
3.625.480.540,00

39.000.000,00
415.500.000,00
10.000.000,00

239.465.450,00
71.318.960,00

261.530.000,00
110.160.000,00
392.010.000,00
133.500.000,00
367.089.300,00

21.886.228.948,36
1.318.880.988,80
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NOMOR
URUT URAIAN

1 2
5. 2 . 2 . 21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
5 . 2 . 2 . 21.03 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
5. 2 . 2 . 21. 04 Belanja Jasa Konsultansi Teknik
5 . 2. 2 . 21.05 Belanja Jasa Konsultansi Manajemen
5. 2 . 2 . 21.06 Belanja Jasa Penilai
5 . 2 . 2. 21. 09 Belanja Jasa Pengujian/Laboratorium
5. 2.2.21.11 Belanja Jasa Sertifikasi dan Pemecahan Sertifkat Aset Tanah Milik Pemkab
5 . 2 . 2 . 21.12 Belanja Jasa Konsultasi Hukum dan Phicychologi
5. 2 . 2 . 21. 13 Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi
5 . 2 . 2. 23 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
5 . 2 . 2 . 23 . 01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
5 . 2. 2 . 23 .02 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga
5 . 2 . 2 . 23 . 03 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pcmerintah Pusat
5. 2 . 2. 24 Belanja Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
5 . 2 . 2 . 24 . 01 Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat
5 . 2 . 2 . 26 Belanja Perawatan Peralatan Kantor
5 . 2 . 2 . 26 . 01 Belanja Perawatan Komputer dan Printer
5 . 2 . 2. 26 . 02 Belanja Perawatan Meja Kursi
5. 2 . 2 . 26 . 03 Belanja Perawatan Mesin Tik
5 . 2 . 2 . 26. 04 Belanja Perawatan Mesin Genset
5 . 2 . 2 . 26 . 05 Belanja Perawatan Alat Elektronik
5 . 2 . 2 . 26 . 07 Belanja Perawatan Lemari Arsip
5 . 2 . 2. 26 . 08 Belanja Perawatan AC
5. 2 . 2 . 26.10 Belanja Perawatan Sound System
5 . 2 . 2 . 26. 11 Belanja Perawatan Alat-Alat Inventaris Kantor Lainnya
5 . 2 . 2 . 29 Belanja Pameran Pembangunan
5 . 2 . 2. 29 . 01 Belanja Pameran Pembangunan
5 . 2 . 2 . 32 Belanja Jasa Media RSUD
5 . 2 . 2 . 32.01 Belanja Jasa Medis RSUD Kota Agung
5 . 2 . 2 . 33 Belanja Pemberangkatan Haji dan Umroh
5. 2. 2 . 33.01 Belanja Pemberangkatan Haji
5 . 2 . 2 . 34 Belanja Jasa/Upah Buruh
5 . 2 . 2 . 34 . 01 Belanja Upah Tukang / Mandor
5. 2 . 2 . 37 Belanja Ziarah Kerohanian
5 . 2 . 2 . 37 .01 Belanja Ziarah Kerohanian
5. 2 . 2 . 43 Belanja Pembinaan Pekon
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3

10.215.521.804,84
9.590.916.154,72

136.000.000,00
166.300.000,00
125.380.000,00

34.730.000,00
154.000.000,00
124.500.000,00

20.000.000,00
20.438.846.020,00
10.596.737.020,00
4.171.309.100,00
5.670.799.900,00

22.000.000,00
22.000.000,00

906.553.663,75
427.806.000,00
64.553.800,00
9.450.000,00

137.613.400,00
1.350.000,00
7.000.000,00

180.924.000,00
27.500.000,00
50.356.463,75

864.605.652,00
864.605.652,00
68.675.000,00
68.675.000,00
49.000.000,00
49.000.000,00
31.800.000,00

_ 31.800.000,00
497.895.000,00
497.895.000,00
159.830.000,00

4
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NOMOR
URUT URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

1 2 3 45 . 2 . 2 . 43 . 01
5. 2 . 2 . 44

5. 2 . 2 . 44 . 01
5 . 2 . 2 . 44 . 02
5 . 2 . 2 . 44 . 03
5. 2.2.44.04

5. 2 . 2. 45

5 . 2 . 2 . 45 . 02

5 . 2 . 2 . 46
5 . 2 . 2 . 46 .01
5 . 2 . 2 . 47

5 . 2 . 2 . 47 .01
5 . 2 . 2 . 48

5 . 2 . 2 . 48 . 01
5 . 2 . 2 . 48 . 02
5 . 2 . 2 . 49
5 . 2 . 2 . 49 . 01
5 . 2 . 2 . 50

5 . 2 . 2 . 50 .01

5 . 2 . 2 . 51

5 . 2 . 2 . 51. 01

5 . 2 . 2 . 53

5 . 2 . 2 . 53 . 01

5 . 2 . 2 . 57

5 . 2 . 2 . 57 . 01
5 . 2 . 2 . 60

5 . 2 . 2 . 60.01

5 . 2 . 2 . 61

5. 2.2.61.01
5 . 2 . 2 . 62
5. 2.2.62.01

5.2.3

Belanja Pembinaan Pekon
Belanja Jasa Narasumber / Pencaramah / Tenaga Ahli

Belanja Jasa Penceramah
Belanja Jasa Narasumber
Belanja Jasa Widyaiswara
Belanja Jasa Tenaga Ahli

Belanja Jasa Akademik / Universitas
Belanja Sharing Pendidikan

Belanja Operasional Sekolah
Belanja Operasional Sekolah

Belanja Pengdolaan Gudang
Biaya Pengelolaan Gudang SRG

Belanja Jasa Instruktur
Belanja Jasa Instruktur Senam
Belanja Jasa Instruktur / Pembahas

Belanja Jasa Moderator
Belanja Jasa Moderator

Belanja Jasa Notulen
Belanja Jasa Notulen

Belanja Jasa Pengajar / Penyaji
Belanja Jasa Pengajar / Penyaji

Belanja Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD RSUD Kota Agung
Belanja Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD RSUD Kota Agung

Belanja Jasa Assessor

Belanja Jasa Assessor
Belanja Operasional Kesehatan Puskesmas

Belanja Operasional Kesehatan Puskesmas
Belanja Pelayanan Jaminan Persalinan

Belanja Pelayanan Jaminan Persalinan
Belanja Jasa MC / Pembaca Doa

Belanja Jasa MC / Pembaca Doa

Belanja Modal

159.830.000,00
3.646.459.536,00

327.250.000,00
1.555.069.536,00

2.000.000,00
1.762.140.000,00

320.688.000,00
320.688.000,00
325.242.200,00
325.242.200,00
12.000.000,00
12.000.000,00
43.000.000,00
24.000.000,00
19.000.000,00
80.350.000,00
80.350.000,00
21.160.000,00
21.160.000,00
1.500,000,00
1.500.000,00

£2.000.000.000,00
12.000.000.000,00

103.250.000,00
103.250.000,00

9.785.635.550,00
9.785.635.550,00
2.137.180.800,00
2.137.180.800,00

15.900.000,00
15.900.000,00

222.490.080.504,73
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NOMOR
URUT URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

1 2 3 4
5 .2.3 . 05

5.2 .3 . 05 . 05

5.2 . 3 . 13
5.2 .3 . 13 .01
5.2 . 3 . 16
5.2 .3 . 16 . 04
5.2.3 . 16 . 06
5.2 .3 . 17

5 - 2 . 3. 17 . 02
5 . 2. 3 . 17 . 05
5.2.3. 17.07
5. 2.3 . 17 . 10

5 . 2 .3 . 23

5 . 2 . 3 . 23 . 02
5 . 2. 3 . 23 . 06
5 . 2 . 3 . 23 . 07

5 . 2 . 3 . 25

5 . 2 . 3 . 25 . 09
5 . 2 . 3 . 26
5. 2. 3 . 26 . 03
5 . 2.3 . 27
5 . 2 . 3 . 27 .01
5. 2 .3 . 27 . 02
5 . 2 . 3 . 27 . 04
5 , 2.3 . 27 . 05
5. 2.3 . 27 . 07
5 . 2.3 . 27 . 12
5 . 2 . 3 . 27 . 14
5 . 2 .3 . 27 . 17
5 . 2 . 3 . 27 . 18

5 . 2 . 3 . 28
5 . 2 . 3 . 28 . 01
5 . 2 . 3 . 28 . 03
5 . 2. 3 . 28 . 04
5 . 2. 3 . 28 . 05
5 . 2 . 3 . 28 . 06

Belanja Modal Tanah - Pengadaan Hutan
Belanja Modal Tanah - Pengadaan Hutan Untuk Penggunaan Khusus

Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung
Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Olah Raga

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Bor

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Truck
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Ambulans

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Listrik
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Khusus (Special Tool)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Kerja

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan dan Alat Kebesihan
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Tong Sampah

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor
Belanja Modal Pengadaan Mesin Cetak
Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi
Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Dinas
Belanja Modal Pengadaan Papan Informasi
Belanja Modal Pengadaan Papan Reklame Informasi
Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga/Kantor
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Rak Arsip

5.125.715.000,00
5.125.715.000,00

41.735.000,00
41.735.000,00

663.816.254,00
652.816.254,00
11.000.000,00

4.095.060.680,05
1.895.871.680,05

145.000.000,00
344.189.000,00

1.710.000.000,00
9.500.000,00
1.500.000,00
6.200.000,00
£.800.000,00
2.600.000,00
2.600.000,00
7.500.000,00
7.500.000,00

_ 240-250.000,00
29.500.000,00
3.000.000,00

50.000.000,00
14.800.000,00
12.000.000,00
13.200.000,00
85.750.000,00
15.000.000,00
17.000.000,00

3.850.789.000,00
2.688.789.000,00

17.000.000,00
342.500.000,00
117.400.000,00
39.000.000,00

RINGKASAN APBO 8ERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
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NOMOR
URUT URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

1 2 3 4
5 . 2 . 3 . 28 . 07
5 . 2.3. 28 .08
S .2 .3 . 28 . 09
5 .2.3.28.11
5.2 . 3 . 28 . 12
5 .2.3. 28.13
5.2 .3 . 29
5.2 . 3 . 29.01
5.2 . 3 . 29 .02
5.2 .3 . 29 . 03
5.2 .3 . 29 . 04
5. 2 . 3 . 29.05
S.2 . 3 . 29 .06
5. 2. 3. 29 . 07
5 . 2 .3 . 29 . 08
5 . 2 . 3 . 29 . 09
5. 2 . 3 . 29 . 10
5 . 2 . 3 . 29 .11
5 . 2 . 3 . 29 . 12

5 . 2 . 3 . 30

5 . 2 . 3 . 30 . 01
5. 2 . 3 . 30 .02
5 . 2 . 3 . 30 .03
5 . 2 . 3 . 30 . 04
5 . 2 . 3 . 30.05
5. 2 . 3 . 30 .06
5 . 2 . 3 . 30.07

5. 2.3.31
5. 2 . 3 . 31.01
5 . 2 . 3 . 31.06
5 . 2 . 3 . 31.07
5 . 2 . 3 . 31.08
5 . 2 . 3 . 32
5 . 2 . 3 . 32.01
5 . 2 . 3 . 32.02

5 . 2 . 3 . 33
5 . 2 . 3 . 33.20

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan TV
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Belanja Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Belanja Pengadaan Tower Air
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Belanja Pengadaan Kursi
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Belanja Pengadaan Karpet

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Notebook
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Belanja Modal Pengadaan Scaner
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Belanja Modal Pengadaan Printer
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat
Belanja Modal Peralatan dan Mean - Pengadaan Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemetaan Ukur
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perlengkapan Audio Visual
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Proyektor/LCD

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio SSB

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Switcher/Menara Antena

20.000.000,00
559.600.000,00
26.500.000,00
8.000.000,00

28.000.000,00
4.000.000,00

1.171.410.000,00
16.500.000,00

175.000.000,00
109.000.000,00
17.500.000,00
5.500.000,00

49.000.000,00
476.460.000,00

3.000.000,00
272.950.000,00
25.000.000,00
7.000.000,00

14.500.000,00
1.025.556.000,00

316.200.000,00
60.015.000,00

208.300.000,00
64.000.000,00
1.500.000,00

65.200.000,00
310.341.000,00
269.860.000,00
66.000.000,00
7.000.000,00

180.360.000,00
16.500.000,00
45.600.000,00
16.600.000,00
29.000.000,00
41.600.000,00
41.600.000,00
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NOMOR
URUT URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

1

5 . 2 . 3 . 34
5 . 2 . 3 . 34 . 01
5 . 2 . 3 . 34 .03
5 . 2.3 . 34 . 07
5 . 2 . 3 . 34.08
5 .2 . 3 . 35
5 . 2 . 3 . 35 . 01
5 . 2 . 3 . 37

5 .2 . 3 . 37 .11
5 .2 . 3 . 37.13
5 . 2.3 . 40
5 . 2 . 3 . 40.02
5 .2 . 3 . 48
5 . 2 . 3 . 48 . 03
5 . 2 . 3 . 49
5 . 2 . 3 . 49 . 01
5 . 2 . 3 . 49 .02
5 . 2 . 3 . 49 . 06
5. 2 . 3 . 49 . 10
5 . 2 . 3 .49. 11
5 . 2 . 3 . 49 . 12
5 . 2 . 3 . 49 . 14
5 . 2 . 3 . 49 . 21

5 . 2 . 3 . 49 . 27
5 . 2 . 3 . 49 . 28
5 . 2 . 3 . 49.29
5 . 2 . 3 . 49 . 31
5 . 2 . 3 . 49 . 33
5 . 2 . 3 . 50
5 . 2 . 3 . 50 . 04

5 . 2 . 3 . 55

5 . 2 . 3 . 55 . 01
5 . 2 . 3 . 57

2

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Keluarga Berencana
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Farmasi
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Bedah

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Olah Raga
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Kerja

Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan
Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan CCTV

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung
Terminal/Pelabuhan/Bandar
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Pasar
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Teralis Kantor
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Water Close
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pemasangan Paving Blok Kantor
Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Tempat/Lahan Parkir Kantor

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Mess/Wisma/Bungalow/Tempat
Peristirahatan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Monumen/Bangunan Bersejarah
lainnya

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bersejarah
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu

3

6.566.492.994,88
4

5.597.554.248,88
180.000.000,00

6.000.000,00
782.938.746,00
67.790.000,00
67,790.000,00

1.551.491.612,00
535.974.670,00

1.015.516.942,00
289.657.000,00
289.657.000,00
37.000.000,00
37.000.000,00

40.507.534.150,00
7.827.663.850,00

135.900.000,00
10.243.852.000,00
17.612.100.150,00

495.639.000,00
290.000.000,00

3.489.000,00
1.331.000.000,00

2.278.375.600,00
16.500.000,00

153.500.000,00
109.514.550,00
10.000.000,00

117.205.000,00
117.205.000,00

5.969.600,00

5.969.600,00
353.919.710,00
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NOMOR
URUT URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

1 2 3 45 . i . i . 5/ . 01

5 . 2 . 3 . 59
5 . 2 . 3 . 59 . 03
5 . 2 . 3 . 59.05

5 . 2 . 3 . 60
5 . 2.3 . 60 .03
5 . 2 . 3 . 61

5 . 2 . 3 . 61. 05

5.2.3.64

5 . 2 . 3 . 64.05

5 . 2 . 3 . 66

5 . 2 . 3 . 66 . 05
5 . 2 . 3 . 82
5 . 2 . 3 . 82 . 01
5 . 2 . 3 . 82 . 02
5 . 2 . 3 . 82 . 03
5 . 2 . 3 . 82 . 05
5 . 2 . 3 . 82 . 08
5 . 2 . 3 . 83
5 . 2 . 3 . 83 . 01

5 . 2 . 3 . 88

5 . 2 . 3 . 88 . 04

5 . 2 . 3 . 89

5 . 2 . 3 . 89 . 01
5 . 2 . 3 . 90
5 . 2 . 3 . 90 . 01

6

6 . 1

6.1.1

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Irigasi

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan
Penanggulangan Be

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan
Sungai

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Rlsafat
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Keagamaan
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Bahasa
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Arsitektur, Kesenian, Olah raga

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Terbitan
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Terbitan Berkala

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Hias

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Penerangan Jalan Umum
Belanja Modal Penerangan Jalan Umum

SURPLUS / (DEFISIT)

PEMBIAYAAN DAERAH
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

353.919.710,00
98.471.009.000,28
98.201.009.000,28

270.000.000,00
4.917.501.423,52
4.917.501.423,52

17.919.864.000,00
17.919.864.000,00

248.876.600,00

248.876.600,00

_ 26.537.096.200,00
26.537.096.200,00
1.271.396.880,00
1.237.646.880,00

6.250.000,00
7.500.000,00

12.500.000,00
7.500.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
3.000.000,00
2L000.000,00

6.447.973.400,00
6.447.973.400,00

580.311.000,00
580.311.000,00

7.876.662.904,00

0,00

0,00
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NOMOR
URUT URAIAN JUL H DASAR HUKUM
1 2 3 4

6 .1.1. 07
6.1.1. 07 . 01

6.2

6.2.6
6 .2.6 . 01
6.2.6 . 01.01

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
Pembayaran Utang Pajak

Pembayaran Utang Pajak

Pembayaran Utang Pajak

PEMBIAYAAN NETTO

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN

0,00
0,00

7.876.662.904,00
7.876.662.904,00
7.876.662.904,00
7.876.662.904,00

(7.876.662.904,00)

0,00

WAKIL BUPATI TANGGAMUS,
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